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Tanfidziyah. menganalisis pelaksanaannya dalam perspektif siyasah

tanfidziyah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif
dengan jenis penelitian lapangan (field research) dan
pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui observasi,
wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara
kualitatif-induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
implementasi Pasal 15 telah dilaksanakan melalui
pengawasan, penertiban, teguran, pengarahan, dan
koordinasi dengan Dinas Perhubungan. Namun,
pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena masih
ditemukan pelanggaran berulang yang dipengaruhi oleh
keterbatasan personel, luas wilayah pengawasan,
rendahnya kesadaran sebagian masyarakat, dan
kebutuhan koordinasi antarinstansi. Ditinjau dari
perspektif siyasah tanfidziyah, pelaksanaan Pasal 15 telah
mengarah pada prinsip kemaslahatan melalui upaya
pemerintah menjaga ketertiban dan kepentingan
masyarakat. Meskipun demikian, pencapaian
kemaslahatan secara berkelanjutan masih memerlukan
pengawasan, koordinasi, sosialisasi, dan penertiban yang
dilakukan secara konsisten.

PENDAHULUAN

Ketertiban ruang publik merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah karena berkaitan dengan kenyamanan, keamanan, dan kelancaran aktivitas
masyarakat. Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, ketertiban umum dapat dipahami sebagai
keadaan yang menunjukkan berlangsungnya kehidupan masyarakat secara aman, damai, dan
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teratur (Rahmadanita, 2023). Kondisi tersebut tidak terlepas dari bagaimana ruang publik
dimanfaatkan dan dikelola sesuai dengan fungsi serta ketentuan yang telah ditetapkan.
Pemanfaatan ruang merupakan upaya untuk mewujudkan struktur dan pola ruang sesuai dengan
rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan berbagai program serta dukungan
pembiayaan (Hamid, 2023). Oleh karena itu, pemanfaatan ruang publik perlu dilakukan secara
terarah agar berbagai aktivitas masyarakat dapat berlangsung secara tertib dan tidak menimbulkan
gangguan terhadap kepentingan umum.

Dalam perspektif Islam, ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat merupakan bagian dari
tanggung jawab pemerintah dalam mengatur dan melindungi kepentingan masyarakat. Pemerintah
memiliki kewajiban untuk melaksanakan kebijakan yang memberikan kemanfaatan serta
mencegah terjadinya kemudaratan. Prinsip tersebut sejalan dengan kaidah tasarruf al-imam ‘ala al-
ra’iyyah manuthun bil maslahah, yang bermakna bahwa kebijakan pemerintah terhadap masyarakat
harus didasarkan pada kemaslahatan. Selain itu, kaidah la dharar wa la dhirar menegaskan larangan
menimbulkan bahaya atau kerugian bagi diri sendiri maupun orang lain. Dengan demikian,
pengaturan parkir tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif dan ketertiban umum, tetapi
juga memiliki hubungan dengan upaya pemerintah dalam menjaga kepentingan dan kemaslahatan
masyarakat.

Pemerintah Kota Bandar Lampung memiliki kewenangan dalam mengatur ketertiban umum
melalui berbagai kebijakan daerah, salah satunya Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor
01 Tahun 2018. Pasal 15 Peraturan Daerah tersebut mengatur mengenai penyelenggaraan parkir,
termasuk kewajiban menggunakan tempat parkir yang telah ditentukan serta larangan
menyelenggarakan atau memungut parkir tanpa izin dari pihak yang berwenang. Ketentuan
tersebut menjadi salah satu dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam mengatur dan
mengendalikan aktivitas parkir di wilayah Kota Bandar Lampung. Dalam pelaksanaannya, Satuan
Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki peran dalam penegakan peraturan daerah dan
penyelenggaraan ketertiban umum, sedangkan aspek teknis perparkiran menjadi bagian dari
kewenangan perangkat daerah yang membidangi urusan perhubungan.

Meskipun telah terdapat ketentuan yang mengatur penyelenggaraan parkir, dalam praktiknya
masih ditemukan permasalahan dalam pemanfaatan ruang untuk kegiatan parkir pada sejumlah
ruang publik di Kota Bandar Lampung. Salah satu lokasi yang menunjukkan kondisi tersebut
adalah kawasan Pasar Gintung. Pada kawasan tersebut masih ditemukan kendaraan yang berhenti
atau parkir pada bahu jalan maupun bagian jalan yang digunakan untuk aktivitas masyarakat.
Kondisi tersebut dapat mengganggu kelancaran lalu lintas serta ketertiban kawasan, terutama
ketika ruang yang seharusnya digunakan untuk pergerakan kendaraan dan aktivitas masyarakat
dimanfaatkan sebagai tempat parkir. Keadaan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara
ketentuan mengenai penyelenggaraan parkir sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Peraturan Daerah
Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 dengan kondisi pemanfaatan ruang publik di
kawasan Pasar Gintung. Hal ini menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut, khususnya terkait
bagaimana ketentuan tersebut diimplementasikan oleh pihak yang berwenang dalam mewujudkan
ketertiban parkir.

Permasalahan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum mengenai
penyelenggaraan parkir dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Pelaksanaan suatu kebijakan tidak
hanya bergantung pada keberadaan peraturan, tetapi juga dipengaruhi oleh proses penyampaian
kebijakan, ketersediaan sumber daya, sikap pelaksana, serta struktur birokrasi. George C. Edward
I11 menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu
komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat faktor
tersebut digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis bagaimana Pasal 15 Peraturan Daerah
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Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 dilaksanakan dalam mengatur dan menertibkan
aktivitas parkir.

Dalam perspektif siyasah tanfidziyah, pelaksanaan peraturan merupakan bagian dari
tanggung jawab pemerintah sebagai pihak yang menjalankan kebijakan dan menjaga ketertiban
masyarakat. Implementasi kebijakan pemerintah dapat dikaji melalui perspektif siyasah
tanfidziyah untuk melihat pelaksanaan kebijakan dalam kaitannya dengan tanggung jawab
pemerintah dan kemaslahatan masyarakat (Lisnawati, Mu’in, & Nurasari, 2025). Perspektif
tersebut juga relevan dalam mengkaji peran aparatur pemerintah dalam melaksanakan kebijakan
dan menjaga ketertiban masyarakat (Setiawan, Mu’in, & Santoso, 2026). Dengan demikian,
siyasah tanfidziyah dapat digunakan sebagai pendekatan untuk melihat pelaksanaan Pasal 15
Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 dalam upaya menciptakan
ketertiban dan kemaslahatan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal
15 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 dalam mengatur ketertiban
parkir, khususnya pada kawasan Pasar Gintung, serta menganalisis pelaksanaannya dalam
perspektif siyasah tanfidziyah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik
dalam menghubungkan kajian implementasi kebijakan daerah dengan perspektif figh siyasah,
sekaligus memberikan gambaran mengenai pelaksanaan kebijakan parkir dalam upaya
mewujudkan ketertiban dan kemaslahatan masyarakat

LANDASAN TEORI

Secara umum, implementasi dapat diartikan sebagai proses pelaksanaan atau penerapan
suatu gagasan, konsep, kebijakan, atau inovasi ke dalam tindakan nyata. Implementasi dilakukan
untuk mencapai tujuan tertentu dan dapat menghasilkan perubahan dalam aspek pengetahuan,
keterampilan, nilai, maupun sikap. Dengan demikian, implementasi merupakan tahapan penting
dalam menerapkan suatu kebijakan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat diwujudkan dalam
praktik (Dunn, 2003). George C. Edward IIl menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi
dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan
struktur birokrasi. Teori ini digunakan untuk melihat bagaimana Pasal 15 Peraturan Daerah Kota
Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 dilaksanakan di lapangan, khususnya dalam penertiban
perparkiran. Berdasarkan hasil wawancara, Satpol PP melakukan penertiban dengan terlebih
dahulu melihat bentuk pelanggaran, lokasi, pihak yang melakukan pelanggaran, serta gangguan
yang ditimbulkan. Penertiban juga dilakukan melalui teguran dan pendekatan persuasif sebelum
diberikan tindakan lebih lanjut sesuai kewenangan.

Penegakan Peraturan Daerah merupakan upaya pemerintah daerah untuk memastikan
ketentuan yang telah ditetapkan dapat dipatuhi masyarakat. Dalam pelaksanaan Pasal 15, Satpol
PP memiliki peran dalam penegakan Perda dan ketertiban umum, sedangkan aspek teknis
perparkiran menjadi kewenangan Dinas Perhubungan. Dengan demikian, Satpol PP tidak berperan
sebagai pengelola parkir, tetapi melakukan pengawasan dan penertiban apabila praktik perparkiran
menimbulkan gangguan ketertiban atau melanggar ketentuan Perda. Penertiban dapat dilakukan
berdasarkan kegiatan pengawasan maupun laporan masyarakat dan dilanjutkan dengan
pengawasan kembali untuk mencegah terulangnya pelanggaran.

Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 mengatur
ketentuan mengenai perparkiran, termasuk kewajiban memarkir kendaraan pada tempat yang telah
ditentukan serta larangan menyelenggarakan dan memungut parkir tanpa izin. Ketentuan tersebut
bertujuan menciptakan ketertiban dalam penggunaan ruang publik dan mencegah kegiatan
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perparkiran yang mengganggu kepentingan masyarakat. Dalam praktiknya, di kawasan Pasar

Gintung masih ditemukan kendaraan yang menggunakan bahu atau badan jalan sebagai tempat

parkir. Kondisi tersebut dapat mengganggu arus kendaraan dan aktivitas masyarakat sehingga
memerlukan pengawasan dan penertiban dari pemerintah daerah.

Figh siyasah tanfidziyah merupakan bagian dari figh siyasah yang membahas pelaksanaan
peraturan dan kebijakan pemerintahan dalam kehidupan bernegara. Kajian ini berkaitan dengan
penerapan ketentuan negara, hubungan antara pemerintah dan masyarakat, serta pemenuhan hak-
hak warga negara. Dalam perspektif hukum Islam, figh siyasah tanfidziyah memberikan
pemahaman mengenai penerapan aturan dan kebijakan berdasarkan prinsip-prinsip syariat,
sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
dan mewujudkan kesejahteraan bersama. Dengan demikian, figh siyasah tanfidziyah dapat
dipahami sebagai kajian yang menitikberatkan pada pelaksanaan kebijakan dan peraturan negara
dengan memperhatikan kemaslahatan masyarakat (Ratno, 2023). Dalam perspektif ini,
pelaksanaan kebijakan harus memperhatikan keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan
masyarakat. Prinsip tersebut dapat dikaitkan dengan kaidah tasarruf al-imam ‘ala al-ra’iyyah
manuthun bil maslahah, yang berarti kebijakan pemerintah harus berorientasi pada kemaslahatan
rakyat, serta kaidah la dharar wa la dhirar yang menekankan larangan menimbulkan kerugian bagi
orang lain. Oleh karena itu, penertiban parkir dapat dipandang sebagai bentuk tanggung jawab
pemerintah dalam menjaga ketertiban dan kepentingan masyarakat.

Prinsip pelaksanaan pemerintahan dan ketaatan terhadap aturan juga dapat dikaitkan
dengan firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 59:

‘;\Ugﬁ;w‘;awuuu esufy\‘;g\jd}u)n\ija\jm\)ukudm\wmwu
)L\)L\W;\)).\;JJ );‘)“ jﬂ\)éﬂhuj.m}\e.\ﬁu\d)u)]\j‘\ﬂ\

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan
ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang
sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul, jika kamu beriman kepada Allah dan hari
kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Ayat tersebut menunjukkan adanya prinsip ketaatan kepada ulil amri atau pemegang
kekuasaan dalam penyelenggaraan kehidupan masyarakat. Dalam konteks penelitian ini,
pemerintah daerah sebagai pemegang kewenangan memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan
peraturan yang telah ditetapkan, termasuk Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01
Tahun 2018. Pelaksanaan peraturan tersebut dilakukan melalui pengawasan dan penertiban
terhadap pelanggaran perparkiran sesuai dengan kewenangan masing-masing instansi. Dengan
demikian, QS. An-Nisa ayat 59 dapat menjadi landasan normatif bahwa penyelenggaraan
pemerintahan perlu didukung oleh pelaksanaan aturan yang bertujuan menciptakan ketertiban
dalam masyarakat.

Selain itu, pelaksanaan kebijakan pemerintahan juga membutuhkan kerja sama antarpihak.
Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Ma’idah ayat 2:

O3l 5V e 15 5lal ¥ 5T es 58 5 ol e ) 5glad e
Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan
tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.”

Ayat tersebut relevan dengan pelaksanaan penertiban perparkiran yang membutuhkan
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koordinasi antara Satpol PP, Dinas Perhubungan, pemerintah daerah, serta masyarakat. Kerja sama
dan koordinasi tersebut diperlukan agar pelaksanaan Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Bandar
Lampung Nomor 01 Tahun 2018 dapat berjalan secara efektif serta mampu menciptakan ketertiban
dan kemaslahatan masyarakat.

Berdasarkan teori tersebut, implementasi Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung
Nomor 01 Tahun 2018 dalam penelitian ini dilihat dari pelaksanaan pengawasan, penertiban,
koordinasi, serta tindak lanjut terhadap pelanggaran parkir. Hasil wawancara menunjukkan bahwa
penertiban telah dilakukan oleh Satpol PP, tetapi pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal
karena pelanggaran masih dapat muncul kembali. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan
personel, luas wilayah pengawasan, rendahnya kesadaran sebagian masyarakat, dan kebutuhan
koordinasi dengan instansi terkait. Oleh karena itu, dalam perspektif siyasah tanfidziyah,
pelaksanaan Pasal 15 tidak hanya dinilai dari adanya tindakan penertiban, tetapi juga dari sejauh
mana tindakan tersebut mampu menciptakan ketertiban dan kemaslahatan masyarakat secara
berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field
research) dan bersifat deskriptif. Penelitian dilakukan di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar
Lampung dengan fokus pada implementasi Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung
Nomor 01 Tahun 2018 tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum. Pendekatan ini
digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan pengawasan dan penertiban
perparkiran serta kendala yang dihadapi dalam penerapan ketentuan tersebut.

Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui
observasi dan wawancara dengan pihak yang mengetahui dan terlibat dalam pelaksanaan Pasal 15,
sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan
penelitian terdahulu yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan
dokumentasi, dengan informan dipilih secara purposive sampling berdasarkan pengetahuan dan
keterlibatannya terhadap objek penelitian.

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif-induktif melalui tahapan
editing, classifying, verifying, dan systematizing. Data kemudian diinterpretasikan dengan
menghubungkan temuan lapangan dengan ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Bandar
Lampung Nomor 01 Tahun 2018 dan dianalisis menggunakan perspektif siyasah tanfidziyah,
khususnya terkait pelaksanaan kebijakan pemerintah, keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan
masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung dalam Penertiban
Parkir

Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung menjadi salah satu dasar hukum dalam
penertiban parkir yang mengganggu ketertiban umum. Ketentuan tersebut mengatur kewajiban
menggunakan tempat parkir yang telah ditentukan serta melarang kegiatan pengelolaan atau
pemungutan parkir tanpa izin. Dalam pelaksanaannya, ketentuan tersebut tidak hanya berkaitan
dengan keberadaan kendaraan yang parkir, tetapi juga dengan kegiatan pengelolaan parkir yang
dapat mengganggu ketertiban masyarakat (Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01
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Tahun 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hamid selaku petugas Satpol PP Kota Bandar Lampung,
Satpol PP memiliki tugas menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta
menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Dalam persoalan parkir, Satpol PP tidak
bertindak sebagai pengelola teknis parkir. Pengelolaan dan teknis perparkiran merupakan
kewenangan Dinas Perhubungan, sedangkan Satpol PP berperan ketika terdapat pelanggaran Perda
atau gangguan terhadap ketertiban umum (Hamid, wawancara, 2026).

Implementasi Pasal 15 dapat dilihat di kawasan Pasar Gintung yang merupakan salah satu
kawasan dengan aktivitas masyarakat yang cukup tinggi. Berdasarkan hasil wawancara dengan
Hamid, masih ditemukan kendaraan yang diparkir di bahu maupun badan jalan sehingga dapat
mengganggu kelancaran lalu lintas dan aktivitas masyarakat. Kondisi tersebut menjadi salah satu
alasan perlunya pengawasan dan penertiban oleh aparat terkait (Hamid, wawancara, 2026).

Temuan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan juru parkir di kawasan Pasar Pasir
Gintung. Juru parkir menjelaskan bahwa kondisi pasar yang ramai dan keterbatasan tempat parkir
menyebabkan sebagian kendaraan diparkir di pinggir atau bahu jalan. Menurutnya, kendaraan yang
parkir di sekitar pasar tidak seluruhnya berada pada tempat khusus karena keterbatasan ruang
parkir, terutama ketika aktivitas pasar sedang ramai. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa
penggunaan ruang jalan sebagai tempat parkir masih menjadi bagian dari permasalahan ketertiban
parkir di kawasan Pasar Gintung.

Selain persoalan lokasi parkir, hasil wawancara juga menunjukkan adanya persoalan mengenai
kejelasan status petugas dan mekanisme pembayaran parkir. Juru parkir yang diwawancarai
menyatakan bahwa dirinya tidak mengetahui secara detail mengenai surat atau izin resmi sebagai
juru parkir. la menjelaskan bahwa dirinya biasa berada di lokasi dan membantu mengatur
kendaraan, sedangkan persoalan perizinan menurutnya lebih jelas jika ditanyakan kepada pihak
yang mengelola parkir atau pemerintah. Temuan tersebut relevan dengan ketentuan Pasal 15 yang
melarang kegiatan pengelolaan atau pemungutan parkir tanpa izin, karena status dan kewenangan
petugas parkir perlu diketahui secara jelas.

Permasalahan mengenai pembayaran parkir juga ditemukan berdasarkan hasil wawancara. Juru
parkir menyampaikan bahwa pembayaran dilakukan kepada petugas yang menjaga parkir dengan
besaran yang dapat berbeda berdasarkan jenis kendaraan dan kondisi di lapangan. Namun,
pemberian karcis belum dilakukan secara konsisten. Menurut juru parkir, terdapat kondisi ketika
pengguna kendaraan tidak memperoleh karcis setelah membayar parkir. Selain itu, ia juga pernah
mengetahui adanya pengguna kendaraan yang merasa telah membayar parkir, tetapi kemudian
diminta membayar kembali oleh orang lain yang mengaku mengatur parkir di lokasi tersebut.
Menurut informan, keadaan tersebut dapat terjadi karena terdapat lebih dari satu orang yang
mengaku bertanggung jawab atas titik parkir tertentu.

Temuan dari juru parkir tersebut sejalan dengan keterangan pengguna parkir yang sering datang
ke Pasar Pasir Gintung. Pengguna parkir menjelaskan bahwa dirinya biasanya menggunakan
sepeda motor dan memarkirkan kendaraan di tempat yang biasa digunakan sebagai area parkir.
Namun, ketika kondisi pasar ramai dan tempat parkir penuh, kendaraan terkadang harus diparkir
di pinggir jalan. Pengguna parkir juga menyatakan bahwa terdapat petugas yang membantu
mengarahkan kendaraan, tetapi tidak selalu mudah dikenali karena sebagian petugas tidak
menggunakan tanda atau identitas khusus yang menunjukkan bahwa dirinya merupakan petugas
parkir resmi.
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Dari sisi pengguna parkir, pemberian karcis juga belum berlangsung secara konsisten. Informan

menyampaikan bahwa terkadang terdapat karcis, tetapi pada kesempatan lain setelah melakukan

pembayaran tidak memperoleh Kkarcis. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa mekanisme

pelayanan parkir di lapangan belum sepenuhnya seragam dan masih terdapat aspek pengelolaan

yang perlu diperjelas.

Kondisi parkir yang menggunakan pinggir atau badan jalan juga dirasakan oleh masyarakat
sebagai gangguan terhadap kelancaran aktivitas di kawasan pasar. Pengguna parkir menjelaskan
bahwa ketika kendaraan terlalu banyak, ruang jalan menjadi lebih sempit. Kondisi tersebut semakin
terasa ketika kendaraan keluar dan masuk kawasan pasar secara bersamaan sehingga lalu lintas
menjadi agak terganggu. Dengan demikian, permasalahan parkir di Pasar Pasir Gintung tidak hanya
berkaitan dengan tempat kendaraan berhenti, tetapi juga berhubungan dengan pemanfaatan ruang
jalan dan kelancaran aktivitas masyarakat.

Dalam melakukan penertiban, Satpol PP terlebih dahulu melihat jenis pelanggaran, pihak yang
melakukan pelanggaran, lokasi, serta dampak yang ditimbulkan. Tindakan awal yang dilakukan
lebih mengutamakan pendekatan persuasif berupa teguran dan pengarahan. Cara tersebut dilakukan
agar masyarakat memahami aturan dan dapat segera memperbaiki pelanggaran tanpa langsung
diberikan tindakan yang bersifat represif (Hamid, wawancara, 2026).

Keterangan tersebut diperkuat oleh juru parkir dan pengguna parkir yang sama-sama
menyatakan pernah melihat petugas pemerintah melakukan penertiban di kawasan pasar. Juru
parkir menjelaskan bahwa ketika dilakukan penertiban, petugas memberikan imbauan agar
kendaraan tidak diparkir sembarangan dan tidak menggunakan badan jalan. Sementara itu,
pengguna parkir menyatakan bahwa ketika petugas melakukan pengawasan, kondisi parkir menjadi
lebih tertib karena kendaraan yang parkir sembarangan diarahkan untuk berpindah atau ditata
kembali.

Penertiban tidak hanya dilakukan berdasarkan agenda rutin, tetapi juga dapat dilakukan
berdasarkan laporan masyarakat atau informasi yang ditemukan petugas di lapangan. Setelah
laporan diterima, petugas melakukan pengecekan dan menindaklanjutinya sesuai dengan kondisi
serta prosedur yang berlaku. Apabila pelanggaran kembali terjadi setelah diberikan teguran,
pengawasan dapat ditingkatkan dan tindakan selanjutnya dilakukan sesuai ketentuan (Hamid,
wawancara, 2026).

Meskipun demikian, hasil wawancara dengan juru parkir dan pengguna parkir menunjukkan
bahwa penertiban yang dilakukan belum selalu mampu mencegah munculnya kembali
permasalahan parkir. Juru parkir menyatakan bahwa penertiban perlu dilakukan secara rutin karena
ketika petugas sudah tidak berada di lokasi, kondisi parkir dapat kembali ramai dan tidak tertata.
Hal serupa disampaikan pengguna parkir yang menilai bahwa pengawasan terutama diperlukan
ketika pasar sedang ramai karena tanpa pengawasan kendaraan cenderung kembali parkir
sembarangan.

Pelaksanaan Pasal 15 juga membutuhkan koordinasi antarinstansi. Satpol PP dapat
berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan untuk memastikan status pengelolaan parkir dan izin
yang dimiliki. Hal ini penting terutama ketika terdapat dugaan pemungutan biaya parkir tanpa izin.
Satpol PP tidak dapat langsung menyatakan seseorang sebagai pengelola parkir ilegal sebelum
status izin tersebut diverifikasi dengan instansi yang memiliki data perizinan atau pengelolaan
parkir (Hamid, wawancara, 2026).

Jika dianalisis menggunakan teori implementasi George C. Edward I11, pelaksanaan Pasal 15
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dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi
(Edward 111, 1980). Pertama, dari aspek komunikasi menurut Kadji dalam Dzakira et al. (2026),
aspek komunikasi dalam implementasi kebijakan merujuk pada proses penyampaian informasi
mengenai kebijakan kepada pihak-pihak yang berkepentingan secara jelas, konsisten, dan sesuai
dengan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil wawancara, petugas memberikan teguran
dan pengarahan kepada masyarakat ketika ditemukan pelanggaran. Keterangan dari juru parkir dan
pengguna parkir menunjukkan bahwa arahan tersebut memang diterima di lapangan, khususnya
ketika dilakukan penertiban oleh petugas.

Kedua, dari aspek sumber daya, menurut teori Edward 111 dalam Gusnima et al. (2025), sumber
daya merupakan salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan
publik. Sumber daya meliputi sumber daya manusia, anggaran, peralatan, dan kewenangan.
Berdasarkan hasil wawancara, masih terdapat keterbatasan jumlah personel dibandingkan dengan
luas wilayah yang harus diawasi. Keterbatasan tersebut menyebabkan pengawasan harus
disesuaikan dengan kondisi dan tingkat gangguan di lapangan. Keterangan masyarakat yang
mengharapkan adanya pengawasan secara rutin, terutama pada saat pasar ramai, menunjukkan
bahwa keberadaan personel menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga ketertiban parkir.

Ketiga, dari aspek disposisi, menurut Oktisari dan Nisak (2023), disposisi berkaitan dengan
sikap dan komitmen para pelaksana dalam menjalankan suatu kebijakan. Berdasarkan hasil
wawancara, petugas menunjukkan sikap yang mengutamakan ketertiban dan penyelesaian masalah
melalui pendekatan persuasif. Hal tersebut terlihat dari pemberian teguran dan pengarahan kepada
pihak yang melakukan pelanggaran.

Keempat, dari aspek struktur birokrasi, menurut George C. Edwards 11l dalam Chandra et al.
(2026), struktur birokrasi berkaitan dengan pengaturan pembagian tugas dan kewenangan,
koordinasi antarorganisasi, serta prosedur yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan.
Berdasarkan hasil wawancara, pelaksanaan penertiban melibatkan pembagian kewenangan antara
Satpol PP dan Dinas Perhubungan. Satpol PP berfokus pada penegakan Perda dan ketertiban
umum, sedangkan Dinas Perhubungan menangani aspek teknis perparkiran. Kejelasan pembagian
kewenangan tersebut diperlukan untuk menangani persoalan yang berkaitan dengan lokasi parkir,
status petugas, serta perizinan pengelolaan parkir.

Dengan demikian, implementasi Pasal 15 telah dilaksanakan melalui pengawasan, penertiban,
teguran, pengarahan, serta koordinasi antarinstansi. Namun, hasil wawancara dari Satpol PP, juru
parkir, dan pengguna parkir menunjukkan bahwa pelaksanaannya masih menghadapi beberapa
persoalan, yaitu penggunaan bahu atau badan jalan sebagai tempat parkir, keterbatasan ruang
parkir, ketidakjelasan identitas atau status petugas parkir, pemberian karcis yang belum konsisten,
serta potensi terjadinya pembayaran parkir lebih dari satu kali. Kondisi tersebut menunjukkan
bahwa implementasi Pasal 15 masih perlu diperkuat melalui pengawasan dan penataan yang lebih
jelas.

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Pasal 15 di kawasan Pasar Gintung telah berjalan,
tetapi pelaksanaannya masih memerlukan peningkatan. Penertiban yang dilakukan mampu
menciptakan kondisi yang lebih tertib ketika petugas berada di lokasi, tetapi berdasarkan
keterangan juru parkir dan pengguna parkir, kondisi dapat kembali tidak tertata setelah pengawasan
berakhir. Oleh karena itu, pelaksanaan Pasal 15 perlu disertai pengawasan berkelanjutan, penataan
lokasi parkir, kejelasan petugas yang berwenang, sosialisasi mengenai mekanisme parkir, serta
koordinasi antara Satpol PP dan Dinas Perhubungan.
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2. Implementasi Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung dalam Perspektif
Siyasah Tanfidziyah

Dalam perspektif siyasah tanfidziyah, pelaksanaan suatu peraturan merupakan bagian dari
tanggung jawab pemerintah dalam menjalankan kewenangan dan mewujudkan kemaslahatan
masyarakat (Anggraini, Nur, & Mu’in, 2025). Pemerintah memiliki kewenangan untuk
melaksanakan aturan yang bertujuan menciptakan ketertiban, keamanan, dan kepentingan umum.
Oleh karena itu, penertiban parkir dapat dipandang sebagai bentuk pelaksanaan kewenangan
pemerintah untuk menjaga ketertiban masyarakat.

Penerapan Pasal 15 pada dasarnya memiliki tujuan yang sejalan dengan prinsip kemaslahatan.
Pengaturan tempat parkir dan larangan pengelolaan parkir tanpa izin bertujuan mencegah
penggunaan ruang publik secara tidak tertib serta mengurangi gangguan terhadap aktivitas
masyarakat. Ketertiban tersebut memberikan manfaat tidak hanya bagi pengguna kendaraan, tetapi
juga bagi pedagang, pejalan kaki, dan masyarakat yang beraktivitas di sekitar kawasan Pasar
Gintung.

Hasil wawancara dengan pengguna parkir menunjukkan bahwa kondisi parkir yang tidak tertata
dapat mempersempit ruang jalan dan mengganggu kelancaran lalu lintas, terutama ketika kawasan
pasar sedang ramai. Dari perspektif kemaslahatan, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya
pengaturan ruang parkir agar penggunaan fasilitas umum tidak menimbulkan gangguan bagi
masyarakat lainnya. Sementara itu, keterangan juru parkir menunjukkan bahwa keterbatasan
tempat parkir menjadi salah satu faktor yang mendorong kendaraan menggunakan pinggir atau
bahu jalan. Dengan demikian, pelaksanaan ketertiban parkir juga perlu memperhatikan kondisi
faktual di lapangan.

Pelaksanaan siyasah tanfidziyah tidak hanya menekankan adanya aturan, tetapi juga bagaimana
aturan tersebut dilaksanakan secara tepat dan sesuai dengan kewenangan. Dalam penelitian ini,
Satpol PP tidak langsung memberikan tindakan kepada setiap pihak yang diduga melakukan
pelanggaran. Petugas terlebih dahulu mengidentifikasi jenis pelanggaran, memeriksa kondisi di
lapangan, dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait. Khusus mengenai status izin parkir,
verifikasi dengan Dinas Perhubungan diperlukan agar tindakan yang diberikan sesuai dengan fakta
dan kewenangan masing-masing instansi (Hamid, wawancara, 2026).

Permasalahan mengenai kejelasan petugas parkir juga menjadi bagian yang perlu diperhatikan
dalam perspektif siyasah tanfidziyah. Juru parkir menyatakan bahwa dirinya tidak mengetahui
secara rinci mengenai izin atau surat resmi sebagai juru parkir. Sementara itu, pengguna parkir
menyatakan bahwa tidak semua petugas memiliki tanda atau identitas khusus. Kondisi tersebut
menunjukkan perlunya kejelasan mengenai siapa yang memiliki kewenangan mengelola dan
memungut biaya parkir. Kejelasan tersebut dapat memberikan kepastian kepada masyarakat
sekaligus memudahkan pemerintah dalam melakukan pengawasan.

Pendekatan persuasif yang dilakukan Satpol PP juga menunjukkan bahwa penegakan aturan
tidak semata-mata bertujuan memberikan sanksi. Teguran dan pengarahan diberikan agar
masyarakat memahami ketentuan yang berlaku dan memperbaiki pelanggaran. Pendekatan tersebut
sejalan dengan prinsip kemaslahatan karena tindakan pemerintah diarahkan untuk mengembalikan
kondisi kepada keadaan yang tertib tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat (Hamid,
wawancara, 2026).

Namun, dari hasil wawancara dengan juru parkir dan pengguna parkir, penertiban yang
dilakukan sesekali belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan. Keduanya menyampaikan
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perlunya pengawasan yang lebih rutin, khususnya ketika aktivitas pasar sedang ramai. Hal tersebut

menunjukkan bahwa pelaksanaan suatu kebijakan pada dasarnya tidak hanya diukur dari penerapan

ketentuan yang telah ditetapkan, tetapi juga dari dampaknya dalam memberikan manfaat bagi
masyarakat (Nurasari, Mu’in, & Sulistyani, 2021).

Perspektif siyasah tanfidziyah, pelaksanaan kebijakan perlu diarahkan pada terciptanya
ketertiban dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa keterbatasan personel, keterbatasan ruang parkir, belum jelasnya identitas sebagian petugas
parkir, pemberian karcis yang belum konsisten, serta potensi terjadinya pembayaran parkir lebih
dari satu kali menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan Pasal 15. Upaya
menciptakan ketertiban dan keamanan di masyarakat juga membutuhkan keterlibatan masyarakat
sebagai bagian dari pendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah (Mu’in, Mardiansyah, &
Nawawi, 2021). Kondisi tersebut juga menunjukkan pentingnya koordinasi antara pemerintah,
petugas parkir, dan masyarakat dalam menciptakan sistem parkir yang lebih tertata.

Dengan demikian, implementasi Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung dalam
perspektif siyasah tanfidziyah menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam mewujudkan
ketertiban dan kemaslahatan masyarakat melalui penertiban, pengawasan, teguran, pengarahan,
dan koordinasi antarinstansi. Di sisi lain, hasil wawancara dengan juru parkir dan pengguna parkir
memperlihatkan bahwa masih terdapat persoalan pada tingkat pelaksanaan di lapangan. Oleh
karena itu, diperlukan pengawasan yang berkelanjutan, penataan lokasi parkir, kejelasan status dan
identitas petugas parkir, mekanisme pembayaran yang lebih jelas, serta peningkatan kesadaran
masyarakat agar tujuan ketertiban dan kemaslahatan dapat diwujudkan secara lebih berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Bandar
Lampung Nomor 01 Tahun 2018 dalam penertiban parkir di kawasan Pasar Gintung telah
dilaksanakan, tetapi belum sepenuhnya optimal. Satpol PP menjalankan fungsi penegakan Perda
dan ketertiban umum melalui pengawasan, teguran, pengarahan, serta penertiban terhadap
pelanggaran parkir, sedangkan aspek teknis perparkiran menjadi kewenangan Dinas Perhubungan.
Berdasarkan teori implementasi George C. Edward |11, pelaksanaan tersebut dipengaruhi oleh
aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Komunikasi dilakukan melalui
teguran dan pengarahan, disposisi ditunjukkan melalui sikap persuasif petugas, sedangkan struktur
birokrasi terlihat dari pembagian kewenangan antara Satpol PP dan Dinas Perhubungan. Namun,
implementasi masih menghadapi kendala berupa keterbatasan personel, luas wilayah pengawasan,
rendahnya kesadaran sebagian masyarakat, serta pelanggaran yang masih berulang sehingga
ketertiban yang tercipta cenderung bersifat sementara.

Dalam perspektif siyasah tanfidziyah, implementasi Pasal 15 Peraturan Daerah Kota
Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 telah sejalan dengan prinsip pelaksanaan kewenangan
pemerintah untuk menjaga ketertiban dan kemaslahatan masyarakat. Penertiban parkir melalui
pengawasan, teguran, pendekatan persuasif, serta koordinasi antarinstansi menunjukkan adanya
upaya pemerintah dalam mencegah gangguan terhadap kepentingan umum. Prinsip tersebut sejalan
dengan tasarruf al-imam ‘ala al-ra’iyyah manuthun bil maslahah, bahwa kebijakan pemerintah
harus berorientasi pada kemaslahatan masyarakat, serta la dharar wa la dhirar yang menekankan
pencegahan kerugian terhadap orang lain. Namun, dari sisi pelaksanaannya, kemaslahatan tersebut
belum tercapai secara optimal karena pelanggaran parkir masih berulang. Oleh karena itu,
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diperlukan pengawasan berkelanjutan, koordinasi yang lebih kuat antara Satpol PP dan Dinas
Perhubungan, sosialisasi, serta peningkatan kesadaran masyarakat agar pelaksanaan Pasal 15 dapat
mewujudkan ketertiban dan kemaslahatan secara berkelanjutan.
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